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ABSTRAK
Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan sistem rujukan 
berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian 
pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dan mengukur 
tingkat kepuasaan pasien terhadap pelayanan sistem rujukan 
berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan survey terhadap 
pasien dan in-depth interview terhadap petugas pelayanan 
kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketepatan 
dalam sistem rujukan sudah baik. Semua responden (100%) 
mendapatkan rujukan sesuai dengan prosedur sistem 
rujukan berjenjang. Namun kelengkapan surat rujukan masih 
bermasalah. Data dan informasi penting dalam surat rujukan 
seperti hasil diagnosa, pemeriksaan fisik, anamnesa, dan 
terapi yang sudah diberikan banyak tidak diisi oleh petugas 
kesehatan. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 
rujukan juga masih rendah. Ada 34,9% responden yang 
memiliki tingkat kepuasan rendah. Penyebabnya adalah 
tidak seimbangnya antara jumlah pasien yang dilayani 
dan petugas dan infrastruktur pelayanan kesehatan.
Kata kunci: Sistem rujukan berjenjang, Jaminan kesehatan 
nasional, Kepuasan pasien
ABSTRACT
This study evaluates the implementation of a health care referral 
system in the National Health Insurance (JKN) program. The aim 
of the study was to evaluate the suitability of the implementation 
of a tiered referral system and measure the level of patient 
satisfaction with tiered referral system services at First Level 
Health Facilities (FKTP). This study used a survey approach to 
patients and in-depth interviews with health care workers. All 
respondents (100%) received referrals in accordance with the 
tiered referral system procedure. However, the completeness 
of the referral letters was still problematic. Important data and 
information in the referral letters such as the diagnosis, physical 
examination, medical history, and therapy that had been 
given were not filled by health workers. The levels of patient’s 
satisfaction with referral services were also still low. There 
were 34.9% of respondents who had low levels of satisfaction. 
This was due to the imbalance between the number of 
patients served and officers and health service infrastructure.
Keywords: Health care referral system, National health insur-
ance, Patients’ satisfaction
PENDAHULUAN
Sejak dilaksanakan sistem Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) pada 2014, banyak perubahan 
yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan 
Halaman 35-40
di Indonesia.1 JKN telah meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.2 
Targetnya adalah semua warga negara tercangkup 
ke seluruh sistem pelayanan kesehatan (universal 
health coverage).3,4,5
Pelayanan di fasilitas kesehatan juga semakin 
terstruktur. JKN menerapkan sistem pelayanan 
kesehatan berjenjang.6 Dimana sistem tersebut 
terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama 
(FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 
(FKTL) yang terdiri dari pelayanan kesehatan 
tingkat kedua (sekunder) dan pelayanan 
kesehatan tingkat ketiga (tersier).7 
Pasien yang ingin mendapatkan pelayanan 
kesehatan harus menyesuaikan dengan sistem 
berjenjang tersebut. Pasien tidak bisa langsung 
mendapatkan pelayanan di FKTL, namun melewati 
proses berjenjang dengan sistem rujukan.8,9
Sistem rujukan dilakukan sebagai bentuk 
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan 
kesehatan secara timbal balik, baik secara 
vertikal maupun horizontal kepada pasien di 
seluruh fasilitas kesehatan.10 Sistem tersebut juga 
dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan 
mutu dan biaya pelayanan dalam sistem JKN.11 
Selain itu, sistem rujukan berjenjang secara 
tidak langsung dapat memperbaiki fasilitas 
kesehatan di semua tingkatan. Selain itu terjadinya 
pemerataan dalam infrastruktur pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah 
pelayanan kesehatan di semua FKTP menjadi 
lebih baik dan optimal.12 
Dalam JKN, FKTP menjadi garda depan dalam 
sistem pelayanan kesehatan.  Sehingga tuntutan 
terhadap fasilitas pelayanan prima menjadi 
penting dilakukan oleh FKTP.13 Untuk mendukung 
pelayanan tersebut, pemerintah mendukung 
pembiayaan melalui sistem kapitasi.14 Kapitasi 
merupakan sistem pembiayaan yang dihitung 
berdasarkan jumlah kepesertaan JKN pada FKTP.15
Meski demikian, masih banyak tantangan yang 
dihadapi. Dukungan pembiayaan dan kepesertaan 
masih belum optimal.16 Tingginya permintaan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak 
didukung oleh sistem pembiayaan yang baik.17 
Akibatnya, setiap tahun, pembiayaan untuk JKN 
mengalami defisit.18
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Dampaknya adalah pelayanan kesehatan 
menjadi terganggu. Banyak kasus dimana fasilitas 
kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan 
yang baik karena minimnya infrastruktur pendukung 
untuk pelayanan.19 Padahal, permintaan terhadap 
pelayanan kesehatan meningkat setiap tahunnya. 
Sudah lazim terjadi antrian panjang dari pasien 
yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.20
Di FKTL, kondisinya lebih parah lagi. Seringkali 
pasien yang sudah mendapatkan surat rujukan 
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di FTKL.21 
Meski ada yang mendapatkan pelayanan namun 
kuotanya dibatasi bagi pasien yang menggunakan 
kartu BPJS Kesehatan.22
Hal tersebut tentu berdampak terhadap persepsi 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
dalam sistem JKN. Munculnya persepsi negatif 
dari masyarakat sangat mempengaruhi kinerja 
sistem JKN. Harapan untuk memperbaiki sistem 
pelayanan kesehatan bisa terhambat akibat 
buruknya pelayanan kesehatan yang diterima 
kepada masyarakat.23
Meski aturan dalam sistem rujukan berjenjang 
sudah lama diterapkan. Namun, masih banyak 
yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, evaluasi 
terhadap pelaksanaan sistem rujukan berjenjang 
penting dilakukan terus menerus di banyak lokasi 
di Indonesia, agar perbaikan kualitas pelayanan 
kesehatan dapat terus diperbaiki.
Penelitian ini mencoba melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan sistem rujukan berjenjang 
dalam program JKN di Kota Depok. Pemilihan 
Kota Depok sebagai lokasi penelitian salah satu 
alasannya adalah tingkat penduduk sangat padat 
dan memiliki deferensiasi demografi. Selain itu, 
fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKTL 
tersedia sangat baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi 
pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam 
program JKN. Fokusnya adalah pada kesesuaian 
pelaksanaan pelayanan dalam sistem rujukan 
berjenjang dengan prosedur tata laksana yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian 
ini juga mengukur tingkat kepuasan pasien 
terhadap sistem pelayanan rujukan berjenjang. 
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
observasi yang dilakukan terhadap mutu sistem 
pelayanan kesehatan. Analisisnya dilakukan 
terhadap pelaksanaan sistem rujukan berjenjang 
pada pelayanan JKN. Unit analisisnya adalah 
pelayanan yang dilakukan pada pasien di FKTP.
Lokasi penelitian adalah FKTP di Kota Depok. 
Ada dua FKTP yang dijadikan lokasi penelitian 
yang ditetapkan dengan cara purposive random 
sampling, yaitu mempertimbangkan tingkat 
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kepesertaan JKN dan fasilitas pelayanan 
kesehatan di kedua FKTP tersebut.
Ada dua jenis sampel dalam penelitian ini, 
yaitu petugas pelayanan kesehatan dan pasien 
yang mengajukan rujukan berjenjang. Petugas 
pelayanan kesehatan dipilih dengan kriteria 
memahami prosedur sistem rujukan berjenjang dan 
melaksanakan sistem tersebut. Setiap Puskesmas 
diambil empat orang yaitu kepala Puskesmas, 
petugas poli kebidanan, petugas rekam medis, 
petugas poli umum. Teknik pengumpulan data 
dilakukan lewat wawancara mendalam (in-depth 
interview).
Sampling pasien diambil dengan cara incidental 
random sampling, yaitu pasien yang kebetulan 
ditemui saat penelitian dan cocok dengan kriteria 
yang dituju dalam penelitian, yaitu pasien yang 
mendapatkan pelayanan rujukan berjenjang. 
Teknik pengumpulan data dilakukan lewat 
kuisioner. Rentang waktu pengambilan data adalah 
Oktober-November 2018. Penelitian ini telah 
mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik 
Penelitian Kesehatan Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jakarta.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan campuran (mixed method) dengan 
menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan 
pendekatan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan 
terhadap data hasil kuisioner. Sedangkan analisis 
kualitatif dilakukan terhadap hasil in-depth 
interview. Pada analisis kuantitatif, disajikan hasil 
pengukuran tingkat kepuasaan pasien terhadap 
pelaksanaan sistem rujukan berjenjang di FKTP. 
Penelitian ini menggunakan survey persepsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama Oktober-November 2018, tim lapangan 
berhasil mendapatkan responden sebanyak 63 
responden. Mereka merupakan pasien yang menerima 
pelayanan rujukan berjenjang di dua FKTP. Kendala 
dalam mengumpulkan data adalah keterbatasan waktu 
responden untuk mengisi lembaran kuisioner. Namun, 
tim lapangan tetap berupaya mengali informasi penting 
dan memaksimalkan waktu responden untuk mengisi 
semua pertanyaan penting dalam kuisioner.
Dari hasil survey, pasien yang menerima pelayanan 
rujukan berjenjang di dominasi oleh kelompok umur 
pra lansia dan lansia. Sebanyak 42,9% yang menerima 
pelayanan rujukan tersebut adalah lansia dan 28,6% 
adalah pra lansia. Berdasarkan jenis kelamin, terbanyak 
adalah perempuan, yakni 55,6%. Sisanya sebanyak 
44,4% adalah laki-laki.
Berdasarkan jenis penyakit, terbanyak adalah 
pasien dengan penyakit tidak menular dengan jumlah 
88,7%. Sisanya penyakit menular sebanyak 11,3%. 
Hasil survey juga menunjukan pasien yang menerima 
pelayanan rujukan berjenjang dengan alasan keperluan 
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diagnosa lebih lanjut (non laboratorium) menempati 
urutan pertama dengan jumlah 34,9%. Selanjutnya, 
atas permintaan pasien berada di urutan kedua 
dengan jumlah 28,6%. Sedangkan, alasan permintaan 
kontrol oleh rumah sakit sebanyak 19%, pemeriksaan 
penunjang (laboratorium) sebanyak 6,4% dan lainnya 
sebanyak 11,1% (Tabel 1).
Tabel 1. Profil Responden Hasil Survey
Variabel Kategori Persen-
tase (%)
Kelompok umur Remaja 3,2
Dewasa 25,4
Pra lansia 28,6
Lansia 42,9
Jenis kelamin Laki-laki 44,4
Perempuan 55,6
Jenis penyakit Menular 11,3
Tidak menular 88,7
Alasan rujukan Keperluan diagnosa lebih lanjut (non 
laboratorium)
34,9
Pemeriksaan penunjang (laboratorium) 6,4
Pasien meminta 28,6
Permintaan kontrol rumah sakit 19,0
Lainnya 11,1
Sumber: Data Primer, 2018
Untuk menganalisis mutu pelayanan rujukan 
berjenjang di FKTP, penelitian ini melakukan audit 
terhadap kelengkapan dan ketepatan dalam 
pelaksanaannya. Ketepatan rujukan diukur dari 
kesesuaian antara rujukan yang diberikan kepada 
pasien dengan prosedur sistem rujukan berjenjang 
yang diatur oleh BPJS Kesehatan (Tabel 2). Hasilnya, 
tingkat ketepatannya mencapai 100%. Artinya, semua 
pasien dirujuk dari FKTP ke rumah sakit tipe C dan tipe 
D. Tidak ada yang langsung ke rumah sakit tipe B dan 
tipe A.
Namun dalam kelengkapan surat rujukan, masih 
banyak pasien yang dirujuk tidak lengkap diisi 
keterangan rujukan oleh petugas pelayanan. Dari 
sepuluh indikator yang wajib diisi, hanya dua indikator 
yang terisi semuanya, yaitu identitas pasien dan nama 
rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan. Namun 
delapan indikator lainnya banyak yang tidak diisi.
Indikator yang paling banyak tidak diisi adalah terapi 
yang telah diberikan oleh petugas kesehatan di FKTP. 
Hasil survey, hanya 30,2% dari total responden yang 
isiannya ada. Hasil pemeriksaan fisik yang seharusnya 
diisi juga hanya 52,4% yang ada isiannya. Hal yang 
sama juga terjadi di indikator alasan rujukan. 
Petugas pelayanan rujukan juga banyak tidak 
mengisi indikator anamnesa, tingkat isiannya hanya 
mencapai 57,1%. Instruksi bagaimana menjangkau 
fasilitas kesehatan rujukan hanya terisi sebanyak 
71,4%. Malahan, informasi penting, seperti informasi 
jenis layanan yang dibutuhkan pasien di fasilitas 
kesehatan rujukan, hasil diagnosa, dan tanggal rujukan 
hanya terisi antara 92%-98,5%. 
Tabel 2. Hasil Audit Kelengkapan dan Ketepatan dalam Pelaksaan 
Sistem Rujukan berjenjang di FKTP
Variabel Indikator Hasil 
Audit 
(%)
Kelengkapan 
surat rujukan
Identitas pasien 100,0
Nama rumah sakit atau faskes rujukan 100,0
Informasi jenis layanan yang dibutuhkan pasien 
di faskes rujukan
92,1
Diagnosa 98,4
Alasan rujukan 52,4
Tanggal rujukan 92,1
Instruksi bagaimana menjangkau faskes 
rujukan
71,4
Anamnesa 57,1
Pemeriksaan fisik 52,4
Terapi yang telah diberikan 30,2
Ketepatan 
rujukan
Kesesuaian dengan sistem rujukan berjenjang 100,0
Sumber: Data Primer, 2018
Mutu pelayanan juga diukur dengan menganalisis 
tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rujukan 
yang diberikan oleh FKTP. Hasilnya, 34,9% pasien 
memiliki tingkat kepuasan rendah, 33,3% sedang, dan 
31,7% tinggi. Berdasarkan variabel kelompok umur, 
semua pasien yang masuk kelompok umur remaja 
memiliki tingkat kepuasan rendah. Pada kelompok 
umur dewasa, tingkat kepuasan rendah mencapai 50%. 
Sedangkan, kelompok umur lansia, tingkat kepuasan 
rendah mencapai 33,3%. Hanya pra lansia yang tingkat 
kepuasannya tinggi mencapai 50%.
Tabel 3. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelaksanaan Sistem 
Rujukan Berjenjang di FKTP
Variabel Kategori Tingkat Kepuasan Pasien (%)
Rendah Sedang Tinggi
Kelompok 
umur
Remaja 100,0 0,0 0,0
Dewasa 50,0 31,3 18,7
Pra lansia 16,7 33,3 50,0
Lansia 33,3 37,0 29,7
Jenis kelamin Laki-laki 39,3 35,7 25,0
Perempuan 31,4 31,4 37,2
Jenis penyakit Menular 14,3 42,9 42,8
Tidak menular 38,2 32,7 29,1
Alasan rujukan Keperluan diagnosa lebih 
lanjut (non laboratorium)
40,9 31,8 27,3
Pemeriksaan penunjang 
(laboratorium)
0,0 50,0 50,0
Pasien meminta 38,9 38,9 22,2
Permintaan kontrol rumah 
sakit
41,7 25,0 33,3
Lainnya 14,3 28,6 57,1
Total 34,9 33,3 31,7
Sumber: Data Primer, 2018
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Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat 
kepuasan rendah sebesar 39,3%. Hanya 25% yang 
memiliki tingkat kepuasan tinggi. Berbeda dengan 
laki-laki, perempuan lebih banyak memiliki tingkat 
kepuasan tinggi terhadap pelayanan rujukan, yakni 
37,2%. Hanya 31,4% yang memiliki tingkat kepuasan 
rendah.
Berdasarkan jenis penyakit, pasien dengan 
penyakit menular memiliki tingkat kepuasan tinggi 
sebanyak 42,8%, kepuasan sedang sebanyak 42,9%, 
dan kepuasan rendah sebanyak 14,3%. Sedangkan 
pasien dengan jenis penyakit tidak menular, memiliki 
tingkat kepuasan tinggi sebanyak 29,1%, kepuasan 
sedang sebanyak 32,7%, dan kepuasan rendah 
sebanyak 38,2%.
Berdasarkan alasan rujukan, pasien yang memiliki 
tingkat kepuasan tinggi yang mencapai 50% ke 
atas adalah pasien dengan pemeriksaan penunjang 
(laboratorium) dan lainnya. Sedangkan pasien 
dengan alasan rujukan untuk keperluan diagnosa 
lebih lanjut (non laboratorium), tingkat kepuasan 
rendah sebanyak 40,9%, sedang sebanyak 31,8%, 
dan tinggi sebanyak 27,3%. Rujukan atas permintaan 
pasien, tingkat kepuasan rendah sebanyak 38,9%, 
sedang sebanyak 38,9%, dan tinggi sebanyak 22,2%. 
Sedangkan pasien dengan alasan permintaan kontrol 
rumah sakit, tingkat kepuasan rendah sebanyak 
41,7%, sedang sebanyak 25%, dan tinggi sebanyak 
33,3%.
Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan 
sejak adanya JKN belum dibarengi dengan perbaikan 
sistem pelayanan,24 terutama dalam pelayanan 
rujukan. Penerapan sistem rujukan berjenjang 
sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan mutu 
pelayanan agar lebih optimal.25 Meski demikian, 
pelaksanaannya tidak sesuai harapan.
Pada sistem rujukan berjenjang, peranan FKTP 
jadi sangat vital. FKTP jadi fasilitas kesehatan 
pertama yang melakukan pelayanan, sebelum nanti 
dirujuk secara berjenjang.26 Akibatnya, jumlah pasien 
menjadi meningkat. Peningkatan itu tidak diimbangi 
oleh peningkatan pelayanan di FKTP, karena 
infrastrukturnya masih terbatas27. Hal itu disampaikan 
oleh kepala FKTP.
“Hambatan yang paling sering dirasakan lebih 
banyak dari pasien karena waktu tunggu pasien untuk 
mendapatkan pelayanan menjadi lama. Puskesmas 
juga masih terbatas menyediakan petugas pelayanan 
kesehatan. Tidak seimbang antara jumlah petugas 
dengan jumlah pasien. Kami juga terbatas soal 
infrastruktur yang ada”
Kendala infrastruktur banyak yang dikeluhkan oleh 
petugas kesehatan di FKTP. Banyak pasien untuk 
mendapatkan pelayanan rujukan harus menunggu 
lama. Padahal, mereka mengalami penyakit berat. 
Hal itulah yang menyebabkan tingkat kepuasan 
pasien terhadap pelayanan rujukan berdasarkan 
survey banyak yang rendah.
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Selain itu, rendahnya pengetahuan pasien 
terhadap sistem rujukan berjenjang juga menimbulkan 
masalah dalam pelayanan. Hal itu disampaikan oleh 
petugas kesehatan di FKTP.
“Banyak masalah soal rujukan, banyak pasien yang 
minta rujukan padahal kita bisa tangani di Puskesmas, 
pasien tetap ngotot minta rujukan, kami terpaksa 
memberikan rujukan, namun di rumah sakit mereka 
ditolak, lalu mereka datang lagi ke Puskesmas dan 
memarahi kami”
Sesuai aturannya, tidak semua penyakit yang 
bisa langsung dirujuk. Namun, banyak pasien yang 
tidak mengetahui hal tersebut. Selain itu, pasien yang 
meminta rujukan harus hadir dan diperiksa dahulu di 
FKTP. Tapi banyak pasien yang tidak datang, hanya 
diwakili oleh keluarga untuk mendapatkan rujukan. 
Itu disampaikan oleh petugas rekam medis di FKTP.
“Banyak masyarakat yang minta rujukan tapi tidak 
membawa pasien yang sakit, kami tentu tidak bisa 
memberikan rujukan karena peraturannya harus ada 
pemeriksaan dulu, namun mereka protes dengan 
sistem seperti itu”
Berdasarkan audit mutu pelayanan, tingkat 
ketepatan dalam pelaksanaan rujukan yang diukur 
dari kesesuaian rujukan yang diberikan kepada 
pasien dengan prosedur sistem pelayanan rujukan 
berjenjang sudah terlaksana sesuai aturan. Hal 
tersebut bisa terlaksana karena adanya sistem 
online dalam prosedur rujukan yang sudah berlaku 
untuk semua FKTP. Sehingga FKTP tidak bisa 
mengeluarkan rujukan yang tidak sesuai sistem 
tersebut.
Meski demikian, audit mutu terhadap kelengkapan 
surat rujukan masih bermasalah. Meskinya surat 
rujukan diisi semua, namun banyak yang tidak terisi. 
Ini mengakibatkan data dan informasi yang diterima di 
FKTL jadi tidak lengkap. Padahal, data dan informasi 
tersebut dibutuhkan oleh petugas kesehatan di FKTL 
untuk mengambil tindakan medis dengan tepat dan 
akurat.
Data yang paling krusial seperti hasil diagnosa, 
pemeriksaan fisik, anamnesa, dan terapi yang sudah 
diberikan merupakan informasi yang seharusnya diisi 
dalam surat rujukan. Namun data dan informasi itu 
yang paling banyak tidak diisi. Tidak adanya data 
tersebut menyebabkan petugas kesehatan di FKTL 
tidak mendapatkan informasi yang akurat untuk 
mengambil tindakan kepada pasien.
Harus diakui, pelaksanaan sistem rujukan 
berjenjang belum berjalan optimal. Secara prosedur 
tata laksana, sistem ini sudah baik. Namun, 
pelaksanaannya masih bermasalah. Oleh karena itu, 
perbaikan perlu dilakukan di FKTP. Tingginya tingkat 
kunjungan pasien di FKTP harus diimbangi dengan 
perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur 
pelayanan. Pemerintah perlu meningkatkan sumber 
daya manusia dan infrastruktur di FKTP. Perbaikan 
tersebut tidak hanya kuantitasnya saja namun juga 
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kualitasnya. Sehingga pelayanannya bisa lebih baik 
dan tingkat kepuasan masyarakat menjadi tinggi.
Sosialisasi perlu terus dilakukan untuk memperkuat 
pengetahuan masyarakat terhadap sistem pelayanan 
rujukan berjenjang. Sosialiasasi itu bisa dilakukan 
di FKTP maupun lewat brosur dan iklan. Apa yang 
dilakukan di FKTP lokasi penelitian ini perlu dilakukan 
di tempat lain. Mereka rutin melakukan sosialisasi. Itu 
disampaikan oleh kepala FKTP.
“Kami setiap hari melakukan penyuluhan terhadap 
pasien terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas, 
termasuk penyuluhan terhadap sistem pelayanan 
rujukan berjenjang”
KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem rujukan berjenjang merupakan sistem 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang 
bertujuan untuk mengendalikan mutu dan biaya 
pelayanan dalam sistem JKN. Sistem ini juga 
dirancang agar pelayanan kesehatan yang 
diterima oleh pasien bisa optimal dan pasien dapat 
puas dengan pelayanan tersebut.
Meski demikian, hasil penelitian ini menemukan 
masih banyak persoalan dalam pelaksanaan 
sistem rujukan berjenjang di FKTP. Pelayanan 
yang diberikan oleh FKTP belum optimal karena 
tidak seimbangnya antara jumlah pasien yang 
dilayani dan petugas dan infrastruktur pelayanan 
kesehatan. Hal tersebut menyebabkan keluhan 
oleh pasien dan menyebabkan rendahnya 
kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan.
Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan 
di FKTP perlu segera diperbaiki. Pemerintah perlu 
meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya 
manusia dan infrastruktur pelayanan kesehatan di 
FKTP. Sosialisasi harus intensif dilakukan kepada 
masyarakat agar mereka memahami prosedur 
sistem rujukan berjenjang yang berlaku dalam 
JKN.
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